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MOTTO 

 

Makanan yang pahit jangan langsung kamu muntahkan, bisa jadi itu obat. 

Dan makanan yang manis jangan langsung kamu telan bisa jadi itu penyakit. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di Kantor Desa Batuyang Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Desa Batuyang. Metode penelitian 

yang digunakan antara lain yaitu dengan menentukan sampel responden sebanyak 20 

orang (10,00%) dari kurang lebih 100 orang masyarakat yang menerima pelayanan 

publik 3 bulan terakhir (2021) di Kantor Desa Batuyang, dengan instrumen 

pengumpulan data menggunakan kuisioner dan untuk melengkapi data juga 

menggunakan wawancara serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data 

menggunakan kuantitatif deskriptif. 

 Hasil penelitian yang dicapai terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik dari masing-masing variabel. Pertama variabel motivasi kerja 

birokrasi dan aparatur 85,00% dengan kategori berpengaruh, kedua variabel 

kemampuan aparatur 75,00% dengan kategori berpengaruh, ketiga variabel 

pengawasan/kontrol sosial 60,00% dengan kategori berpengaruh dan 

kurangberpengaruh, keempat variabel perilaku birokrasi/aparatur 38,33% dengan 

kategori kurang berpengaruh. Kelima variabel komunikasi, 56,67% mencapai kategori 

berpengaruh, keenam variabel restrukturisasi organisasi 60,00% dengan kategori 

berpengaruh. 

Sementara itu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

antara lain : pertama skill individu atau personality, kedua sarana dan prasarana, 

kepemimpinan Kepala Desa Batuyang yang demokratis, intensitas evaluasi kerja yang 

dilakukan secara berkala, menghindari prilaku yang diskriminatif. Sedangkan faktor 

penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain : pertama kurang 

sosialiasi terkait Sistem Informasi Desa (SID), kedua pegawai belum sesuai dengan 

tupoksi masing-masing, ketiga masih ada sebagian anggota masyarakat yang kurang 

memanfaatkan pelayanan yang tersedia, keempat sarana prasara yang ada tapi masih 

belum maksimal, seperti tidak tersedianya ruang tunggu, kekurangan kursi, tidak 

tersedianya kipas angin atau AC, kamar mandi yang hanya seadanya, kelima kondisi 

ruangan operator yang masih berantakan.  

 

Kata kunci : Faktor-faktor yang mempengaruhi, kualitas pelayanan publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi 

daerah. Undang-undang yang mengatur tentang asas-asas pemerintahan yang baik 

merupakan fungsi dari pemerintah itu sendiri. Dalam misi utama fungsinya, 

pemerintahan yang baik adalah memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 

meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial budaya, mengurangi kemiskinan, 

memperkuat perlindungan sosial dan lingkungan, dan menggunakan sumber daya 

alam secara bijaksana. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. 

Berkenaan dengan pelayanan publik, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

yang ditentukan secara hukum bagi setiap warga negara dan penduduk. Republik 

Indonesia Barang, jasa dan/atau jasa administrasi bagi penyelenggara jasa publik. 

Penyelenggara mengacu pada organ administrasi negara, badan hukum perusahaan, 

lembaga independen yang didirikan sesuai dengan hukum untuk melakukan 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan pelayanan publik. 

Dan kemudian melihat di masa pandemi ini sudah hampir dua tahun Indonesia 

dilanda pandemi Covid-19. Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, telah terjadi 
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perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam pelayanan publik. 

Berbagai penyedia layanan publik menutup layanan mereka di awal pandemi. Oleh 

karena itu, sulit bagi masyarakat pengguna layanan publik untuk mendapatkan 

layanan publik. Namun, seiring berjalannya waktu, karena penyedia layanan publik 

beradaptasi dengan pandemi, layanan mulai ditawarkan secara online. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. 

Mencermati peran pelayanan yang semakin penting, maka tidak heran jika isu-

isu pelayanan menjadi sorotan, mendominasi, dan berulang kali diperbincangkan 

tentang isu-isu publik. Bagi pemerintah kecamatan, masalah pelayanan menjadi 

fokus utama, karena menyangkut kepentingan umum dan masyarakat secara 

keseluruhan. Misi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, di mana pejabat 

pemerintah menjadi pegawai negeri sipil terbaik, sebagaimana tertuang dalam 

kewajiban hukum. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu tujuan otonomi daerah yang 

ditempuh melalui tiga jalur: meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan 

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan daya saing. . 

Pemprov NTB mencatat melalui media massa bahwa “Pemprov NTB tidak 

mungkin bisa menghubungi semua masyarakat di pelosok yang berbeda satu 

persatu, tapi dengan teknologi sudah pasti. Bisa,” ujar Wakil Gubernur. NTB Dr. 

Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memimpin konferensi untuk memperbarui program 
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unggulan NTB, yang diadakan di halaman Kantor Gubernur NTB pada Rabu, 29 

Juli 2020. 

Aplikasi yang akan terus dikembangkan antara lain Sistem Informasi Posyandu 

(SIP) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) NTB dan Aplikasi Siaga yang dikelola 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dikelola. NTB. Kedua 

aplikasi tersebut terus dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas Komunikasi, 

Informasi dan Statistik (Diskominformatika) NTB. Discominfotik NTB sendiri 

sudah menyiapkan sistem agar semua orang bisa mengikuti sistem tersebut. 

Teknologi dapat mempermudah dan mempercepat kita. 

Aplikasi peringatan, di sisi lain, dimaksudkan untuk membuat informasi terkait 

mitigasi bencana tersedia untuk masyarakat umum. Aplikasi Siaga NTB ini juga 

menjadi official source penyampaian kejadian bencana di NTB. Saat ini, aplikasi ini 

dilengkapi dengan berbagai nomor penting yang dapat dihubungi langsung oleh 

masyarakat jika terjadi bencana. 

Beralih ke sistem pelayanan publik pemerintah daerah, pelayanan informasi 

publik yang dilakukan oleh aparatur pengelola informasi dan dokumen pemerintah 

dan non pemerintah kabupaten Lombok Timur termasuk dalam kelompok 

pelayanan, yaitu menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan 

publik. informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Di masa pandemi Covid-19 ini, upaya pemerintah daerah di Lombok Timur 

untuk melayani masyarakat Lombok Timur bisa dilihat secara beriringan dengan 

mengeluarkan layanan notifikasi terkait penerapan atau penerapan protokol 

kesehatan oleh pemerintah daerah. Kemudian sediakan tempat cuci tangan atau hand 

sanitizer di area pelayanan untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. 

Keberhasilan pelayanan dapat dijelaskan atas dasar kepuasan masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan dengan membandingkan cara pandang antara pelayanan 

yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan. Dalam konteks 

pelayanan publik disebutkan bahwa pelayanan publik mengutamakan kepentingan 

publik, memperlancar urusan publik, mempersingkat waktu yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan urusan publik, dan memuaskan publik. 

Pelayanan yang berkualitas mempengaruhi sistem pemerintahan yang bersih. 

Fungsi utama instansi pemerintah semakin mendapat perhatian. Karena merupakan 

hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, maka instansi pemerintah 

wajib memberikan pelayanan yang baik berdasarkan asas kemudahan, kecepatan, 

ketepatan, ketertiban, murah dan transparansi. Pelayanan yang tidak diskriminatif. 

Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien dan 

memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku pelayanan pemerintah yang lebih 

baik. 

Tidak hanya perilaku yang baik, kondisi lingkungan dari penyedia layanan juga 

harus memadai, dimana pada kantor desa Batuyang, terdapat suatu ruang 
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operatornya yang dapat dikatakan tidak rapih, dan ini dapat menjadi faktor 

penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian petugas 

masih belum maksimal dalam menjalankan sosialisasi terkait Sistem Informasi Desa 

(SID), dimana dalam SID ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses 

segala kegiatam, program serta data secara online sehingga desa itu sendiri 

transparan dalam penggunaan anggaran serta di monitor oleh mentri desa, seberapa 

berkembang/majunya desa tersebut, dan terdapat petugas yang kurang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dari beberapa pemaparan yang sudah di berikan penulis memiliki pandangan 

ketika berbicara mengenai pelayanan publik tentunya memiliki aspek yang sangat 

luas terlebih berbicara pada pelayanan di desa-desa, sehingga untuk melihat semua 

aturan pelayanan yang sudah di siapkan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah 

desa, maka penulis perlu melakukan penelitian kembali mengenai Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Batuyang Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.  Peneliti tertarik melakukan penelitian 

pada desa peneliti sendiri sehingga menjadi acuan pemerintah desa sebagaimana 

kemajuan dari tingkat pelayanan yang sudah di terapkan. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Desa Batuyang, 

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kaualitas 

pelayanan publik di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten 

Lombok Timur? 

3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 

di Desa Batauyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, 

Kabupaten Lomnok Timur. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok Timur. 

 

D. Manfaat penelitian 

Dari segi teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 
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1) Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat mempelajari 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik.  

2) Penelitian ini akan menambah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik khususnya bagi penulis dan basis pengetahuan lembaga 

pendidikan pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

1) Berbagi ide dengan pemangku kepentingan dan memberikan jawaban atas 

masalah yang diteliti. 

2) Temuan dari penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran tentang 

masalah yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik. 

3. Manfaat Akademis 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

sarjana strata 1 pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan : 

A. Putri (2020) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor 

Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Dalam penelitian 

ini, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan kantor Perita Kerlahan meliputi 

kesederhanaan, kepastian waktu, dan integritas sarana dan prasarana. Namun 

kepastian waktu yang menjadi indeks riset kantor Perita Kerlahan itu efektif 

dari sisi pelayanan yang diberikan, karena masyarakat umum mengeluhkan 

prosesnya yang tidak efisien waktu dan berbelit-belit, saya tidak bisa bilang 

begitu. Disiplin, sopan santun dan registrasi merupakan faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan Kantor Kecamatan Perita Samarinda. Yang 

membedakan dari penelitian ini hanyalah lokasi penelitian atau lokasi 

penelitian, namun persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

B. Anggriani (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di kawasan Teluk 

Sebong dapat dikatakan kurang memuaskan, dan dapat dikatakan pelayanan 



 

9 
 

kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di 

Pemerintah Kabupaten Teluk Sebong adalah kurangnya respon dari petugas 

pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan tidak konsistennya jangka waktu 

yang dijanjikan. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang hanya terletak 

pada lokasi penelitian atau lokasi penelitian, dan persamaannya terletak pada 

keduanya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

C. Eka (2017) dengan judul Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Rumbai 

Pesisir, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. 

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah Rumbai 

Pesisir dapat dikatakan belum memuaskan, dan dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan belum pada tempatnya, terlihat dari poin-poin kunci yang belum 

pada tempatnya. Dan dalam proses penyelesaian beberapa dokumen Banyak 

kendala yang ditemukan. Perbedaan dari penelitian ini hanya terletak pada 

lokasi atau lokasi penelitian, sedangkan persamaan keduanya pada metode 

penelitian deskriptif kualitatif. 

B. Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Teori pemerintah mengajarkan bahwa pemerintah pada hakekatnya 

menjalankan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi 

pelayanan. Fungsi regulasi biasanya dikaitkan dengan karakter negara modern 

sebagai negara hukum, fungsi pelayanan dengan karakter negara sebagai negara 

kesejahteraan. Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan meliputi seluruh 
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aspek kehidupan dan penghidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada pejabat pemerintah 

tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang tertentu dari kedua 

fungsi tersebut, Siagian dalam Hardiyansyah (2018:13) ). 

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa : 

(1) Pasal 1 Ayat (1) Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan untuk penyelenggara pelayanan 

publik. 

(2) Pasal 1 Ayat (2) Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

(3) Pasal 1 Ayat (3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan 

kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang 

melaksanakan pelayanan publik. 

(4) Pasal 1 Ayat (6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun 

penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang 

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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(5) Pasal 1 Ayat (7) Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur. 

(6) Pasal 1 Ayat (8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi 

keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar 

pelayanan. 

(7) Pasal 1 Ayat (10) Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik 

antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun 

melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau kegiatan yang diberikan oleh penyedia 

jasa, baik berbentuk organisasi atau badan hukum, melalui hubungan antara 

penerima dan penyedia jasa dengan menggunakan perangkat, sehingga dirasakan 

oleh penerima jasa. 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang tidak kasat 

mata (intangible) dan terjadi sebagai akibat dari interaksi konsumen-karyawan 

atau hal-hal lain yang bertujuan untuk memecahkan masalah 

konsumen/pelanggan. 

Peraturan Menteri Pendelegasian Kewenangan dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan 

Pelimpahan Kewenangan BUMN Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan 
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Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi 5 Tahun 2019 No. perusahaan dan 

perusahaan milik daerah. 

1. Bahwa dalam rangka membentuk inovasi kepegawaian melalui pelaksanaan 

gerakan inovasi wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) dan dalam rangka mendorong 

percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan 

dan hak bagi setiap warga negara dan penduduk, perlu diselenggarakan 

kompetisi inovasi di bidang pelayanan publik antar kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. 

2. Agar penyelenggaraan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat 

efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, maka harus ada pedoman 

penyelenggaraan lomba inovasi pelayanan publik. 

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Persaingan Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik daerah; 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani 

kebutuhan individu atau masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi, 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Melayani bukan untuk dirinya 

sendiri tetapi untuk masyarakat. dan menciptakan kondisi yang memungkinkan 
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setiap anggota masyarakat mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh lembaga 

independen yang tidak diatur oleh badan eksekutif Ombudsman Republik 

Indonesia. Wewenang Ombudsman untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan 

publik berdasarkan Pasal 1 UU No. Pasal 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa 

Ombudsman adalah lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN, serta instansi swasta atau 

perseorangan. pelayanan menyelenggarakan tugas pelayanan umum tertentu yang 

dibiayai sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD. 

2. Jenis-Jenis Pelayanan publik 

Layanan yang dibutuhkan setiap komunitas berbeda, tergantung pada 

masalah yang dihadapi komunitas tersebut. Sebagai PNS, pemerintah harus 

mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap masyarakat tanpa 

membeda-bedakan. Jenis pelayanan yang diberikan kepada warga dapat berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhannya, namun pengelolaan penyelenggaraan 

pelayanan tersebut harus didasarkan pada prinsip dan nilai yang sama. 

Berbicara tentang pelayanan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena 

pelayanan berkaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik sebagai individu 

maupun sebagai makhluk sosial. Keberagaman dan perbedaan kebutuhan hidup 
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manusia juga menyebabkan perbedaan jenis pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Timbulnya pelayanan publik atau publik disebabkan 

adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut mengambil bentuk yang berbeda-

beda, sehingga tersedia beberapa jenis pelayanan publik. 

Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik, pemerintah juga 

harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Pelayanan publik 

yang harus disediakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi tiga kelompok: a) 

pelayanan administrasi, b) pelayanan komoditas, dan c) pelayanan. 

a. Pelayanan administratif  

Pelayanan administrasi adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai 

bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, mis. Surat Tanda 

Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Hak 

Milik atau Hak Milik Tanah dan sebagainya. 

b. Pelayanan barang  

Jasa barang adalah jasa yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis 

barang untuk kepentingan umum, seperti: jaringan telepon, penyediaan listrik, 

air bersih, dan lain-lain. 

 

c. Pelayanan jasa  

Layanan meliputi pendidikan tinggi, pendidikan menengah, perawatan 

medis, transportasi, layanan pos, kebersihan lingkungan, limbah padat, saluran 

drainase, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana: banjir, gempa bumi, gunung 
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berapi, dll. Ini adalah layanan yang menciptakan bentuk layanan . Letusan, dan 

kebakaran, layanan sosial (asuransi atau jaminan sosial). 

Dari berbagai pendapat tentang sebaran jenis pelayanan publik yang 

diberikan pemerintah kepada masyarakat, terlihat bahwa kegiatan dan jenis 

pelayanan publik sangat luas. Dengan kata lain, masalah pelayanan publik suatu 

pemerintah merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga memerlukan 

perhatian semua pihak, baik pemerintah sebagai pemberi pelayanan maupun 

masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

3. Asas-Asas Pelayanan Publik 

Tujuan pemberian pelayanan publik tidak lain adalah kepuasan pengguna 

jasa, sehingga pelaksanaannya tentu memerlukan prinsip-prinsip pelayanan. 

Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan 

publik harus menghormati prinsip-prinsip pelayanan publik. 

Asas kepegawaian menurut SK Menteri TP Nomor 63 Tahun 2003 dalam 

buku Hardiansyah (2018: 32). dengan cara berikut: 

1. Transparansi. Ini terbuka, sederhana, dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkannya, serta memadai dan mudah dipahami. 

2. Akuntabilitas. Pembukuan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

3. Bersyarat. Mematuhi prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. 
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4. Partisipatif. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan keinginan, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

5. Persamaan hak. Non-diskriminasi berarti non-diskriminasi terhadap ras, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Penyedia dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. 

 

4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan 

publik, yaitu: penyelenggara negara/penyelenggara ekonomi dan pembangunan, 

lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang 

berwenang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu pelayanan publik, kerjasama 

dan/ atau badan usaha/badan hukum yang dikontrak untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi pelayanan publik tertentu. Dan sektor publik atau swasta yang 

melakukan tugas dan fungsi pelayanan publik tertentu yang tidak dapat disediakan 

oleh pemerintah/pemerintah teritorial. 

Menurut Pasal 1 (4) UU 25/2009, penyedia layanan publik adalah lembaga 

pemerintah, bisnis, badan independen yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang untuk Kegiatan Layanan Publik, dan layanan publik di semua negara 

bagian. Badan hukum lainnya yang didirikan semata-mata untuk kegiatan.Pasal 6 

UU tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah pejabat, 
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pegawai, pejabat, dan setiap orang yang bekerja pada suatu organisasi yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu tindakan atau serangkaian tindakan 

pelayanan publik. 

5. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pelayanan Publik 

Kesepuluh asas pelayanan publik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri 

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pemberdayaan Lembaga Negara 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan 10 asas tersebut 

adalah sebagai berikut : Ini adalah sebagai berikut. 

1) Prosedur pelayanan publik yang sederhana dan tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan : 

a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik  

b. Satuan kerja/pegawai  

c. yang diberdayakan dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

dan menyelesaikan pengaduan/masalah/sengketa dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Rincian biaya utilitas dan prosedur pembayaran  

3) Kepastian waktu, penyelenggaraan pelayanan publik dapat selesai tepat 

waktu.  

4) Akurasi, penerimaan produk pelayanan publik yang benar, akurat dan sah 

menurut hukum.  

5) Keamanan produk, operasional, dan pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum.  
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6) Tanggung jawab atau pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas pemberian pelayanan dan penyelesaian 

pengaduan/masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

7) Keutuhan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan penunjang lain 

yang sesuai, termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan 

teknologi informasi.  

8) Akses sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, lokasi, kemudahan 

lokasi, kemudahan akses dari masyarakat, telekomunikasi dan teknologi 

informasi yang tersedia.  

9) Disiplin, Sopan dan Ramah Penyedia jasa harus disiplin, sopan, santun, 

ramah dan jujur dalam pelayanannya.  

10) Kenyamanan, lingkungan pelayanan tertib, tertib, nyaman, ruang tunggu 

bersih dan rapi, menyediakan lingkungan yang asri dan sehat, penunjang 

pelayanan seperti tempat parkir, toilet, tempat dll. Fasilitas harus dilengkapi 

untuk ibadah dll  

6. Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Ibrahim dalam Hardyiansyah (2018:55). Kualitas pelayanan publik 

adalah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan, orang, proses dan 

lingkungan yang menentukan evaluasi kualitas ketika memberikan pelayanan 

publik. 

Kualitas pelayanan merupakan kondisi untuk membangun hubungan yang 

dinamis antara pengguna dan penyedia layanan, baik berupa layanan maupun 
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manusia. Pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 

negara. Negara didirikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Selama ini penyelenggaraan pelayanan publik belum 

memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan aspek kehidupan 

masyarakat, menjadikan pelayanan publik sebagai isu kebijakan yang strategis. 

7. Indikator Kualitas Pelayanan Publik 

Tidak mudah untuk menciptakan layanan yang berkualitas karena akan ada 

beberapa masalah dan kendala yang perlu diselesaikan secara positif guna 

mengembangkan layanan lebih lanjut. Menurut LAN dalam Hardiyansyah 

(2018:60), tantangan dan hambatan utama dalam pelayanan publik adalah: 

1) Kontak antara pelanggan dan penyedia layanan.  

2) Variasi layanan.  

3) Struktur organisasi  

4) Personil layanan.  

5) Informasi.  

6) Sensitivitas penawaran dan permintaan.  

7) Prosedur.  

8) Ketidakpercayaan nasional terhadap kualitas layanan.  

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan merupakan 

hal yang lumrah di mata masyarakat. Petugas layanan berada di garis depan 

berurusan langsung dengan massa. Oleh karena itu, sebagai frontline officer, 

Anda harus profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
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Menurut Lovelock dan Wright dalam Hardiyansyah (2018: 61), penyedia 

layanan harus memahami 4 (empat) fungsi inti, yaitu: 

1) Memahami persepsi publik yang selalu berubah tentang nilai dan kualitas 

produk dan layanan  

2) Memahami kemampuan sumber daya untuk menyediakan layanan  

3) Memahami arah pengembangan organisasi pelayanan untuk mencapai nilai 

dan kualitas yang diharapkan masyarakat,  

4) Memahami fungsi organisasi pelayanan, sehingga dapat mewujudkan nilai dan 

mutu pelayanan/ realisasi produk dan memenuhi kebutuhan setiap pemangku 

kepentingan pengguna. 

Untuk mengetahui kepuasan masyarakat dapat dilakukan dengan survei 

berdasarkan aspek kualitas pelayanan yang erat kaitannya dengan kebutuhan 

masyarakat. Bagaimana mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia 

layanan. 

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut penelitian Hardiyansyah (2018: 73-82), faktor-faktor berikut dapat 

diidentifikasi yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik: 

1. Kesediaan untuk mengerjakan peralatan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan publik.  

2. Pengawasan masyarakat, termasuk komunikasi dan nilai-nilai masyarakat, 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik.  
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3. Perilaku birokrasi sebagai variabel independen berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan.  

4. Penerapan kebijakan pelayanan terpadu mempengaruhi kualitas pegawai 

negeri sipil 

5. Perilaku birokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas 

pelayanan publik.  

6. Birokrasi mempengaruhi kualitas pelayanan publik.  

7. Kontrol sosial berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pegawai 

negeri sipil.  

8. Pelaksanaan kebijakan penataan ruang memiliki relevansi yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan.  

9. Motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  

10. Perilaku peralatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

pelayanan publik.  

11. Motif kerja institusional, antara lain kebutuhan, harapan, insentif, dan 

keadilan, berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.  

12. Kemampuan perangkat memiliki dampak yang lebih besar pada kualitas 

layanan daripada perilaku perangkat.  

13. Pengalaman memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan.  

14. Tanggung jawab memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas 

perawatan medis.  
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15. Komunikasi, karakter, dan birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelayanan.  

16. Kapasitas kelembagaan, budaya organisasi dan kebijakan pendukung 

merupakan variabel utama yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik, 

sedangkan variabel motivasi merupakan faktor aktif dan dinamis untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan publik.  

17. Suasana arus komunikasi dan informasi organisasi berdampak positif terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik 

berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat. 

18. Reorganisasi perusahaan milik daerah berdampak signifikan terhadap kinerja 

pelayanan.  

19. Perencanaan fasilitas mempengaruhi kualitas layanan sebagian atau pada saat 

yang sama.  

20. Perubahan mendasar, restrukturisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan 

efisiensi layanan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan.  

21. Pemberdayaan birokrasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan.  

22. Dampak kepemimpinan pada kualitas layanan sangat tergantung pada 

pemimpin, pengikut, dan ukuran situasi.  

Jika hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

publik tersebut di atas dikelompokkan menurut faktor-faktor yang ada, maka akan 

diperoleh beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 

Faktor utama ini adalah: 
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1. Motivasi kerja birokrasi dan perlengkapannya.  

2. Kemampuan perangkat.  

3. Pengawasan/pengelolaan sosial.  

4. Perilaku Birokrasi / Aparatur.  

5. Komunikasi, penempatan, struktur birokrasi, dan lingkungan komunikasi 

organisasi dan arus informasi.  

6. Membangun kembali organisasi.  

9. Manajemen Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan 

dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Kepmenpan 

Nomor 26 Tahun 2004 berkeyakinan: 

1. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan publik yang 

disebutkan dalam Keputusan Menteri 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sangat penting. Dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik  

2. Di sisi lain, sehubungan dengan butir a, untuk mendorong keberhasilan 

pelaksanaan paket kebijakan ekonomi sebelum dan sesudah berakhirnya 

program kerjasama dengan Moneter Internasional Dana. Dana (IMF) yang 

disebutkan dalam Perpres No. 5 Tahun 2003 harus memberikan pedoman 

teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
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Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota suatu organisasi dan penggunaan 

sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai suatu organisasi yang telah 

ditentukan sebelumnya. Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan, menjaga 

keseimbangan dan mencapai efisiensi dan efektivitas. 

Manajemen pelayanan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) Planning (Perencanaan) 

Perencanaan adalah memilih fakta dan menghubungkan fakta dengan 

menggambarkan dan mengembangkan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan, dan membuat dan menggunakan prediksi atau 

asumsi untuk masa depan. 

b) Organizing (Pengorganisasian) 

Perencanaan adalah memilih fakta dan menghubungkan fakta dengan 

menggambarkan dan mengembangkan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan, dan membuat dan menggunakan prediksi atau 

asumsi untuk masa depan. 

c) Actuating (Pelaksanaan /Penggerakan) 

Mobilisasi terdiri dari membangkitkan dan mendorong semua anggota 

kelompok untuk secara sungguh-sungguh dan selaras dengan perencanaan dan 

pengorganisasian upaya pimpinan berusaha dan giat berusaha untuk mencapai 

tujuan. 

d) Controlling (Pengawasan) 
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Pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses penetapan apa yang perlu 

dicapai yaitu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, pelaksanaan 

dievaluasi dan ditingkatkan bila perlu, agar pelaksanaan berjalan sesuai 

rencana, i. h Standar (ukuran). 

C. Kerangka Berpikir 

Kantor desa Batuyang, kecamatan Pringgabaya selaku penyedia jasa dimana 

berhubungan langsung dengan pelanggan dituntut untuk memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat dengan sebaik mungkin sesuai dengan harapan 

masyarakat. 
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Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Faktor Penghambat Faktor Pendukung 

Mempengaruhi Kualitas 

Pelayanan Publik di Kantor Desa 

Batuyang, Kecamatan 

Pringgabaya, Kabupaten 

Lombok Timur 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

Pelayanan Publik 

1) Motivasi kerja birokrasi dan aparatur. 

2) Kemampuan aparatur. 

3) Pengawasan/kontrol sosial. 

4) Perilaku birokrasi/aparatur. 

5) Komunikasi. 

6) Restrukturisasi organisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis kajian yang digunakan ialah kaedah kajian deskriptif kuantitatif, di 

mana kajian kuantitatif ialah penyelidikan yang merangkumi data dalam bentuk 

nombor. Kajian kuantitatif bersifat subjektif melalui interaksi langsung dengan 

objek yang hendak dikaji. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati hal-hal tertentu dan pada waktu 

yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Batuyang Kecamatan 

Bringapaya Kabupaten Lombok Timur. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Adapun lokasi rencana penelitian ini yaitu di Kantor Desa Batuyang, 

Jalan Labuhan Lombok, Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok 

Timur, Nusa Tenggara Barat 83654, alasan peneliti memilih lokasi tersebut 

dikarenakan peniliti ingin meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik di desa tersebut, sebab kualitas 

pelayanan publiknya dikatakan selalu baik-baik oleh jajaran pemerintahan desa 

namun berbeda dengan penemuan yang telah peneliti dapatkan , dan peneliti 

penasaran ingin menguji kebenarannya. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sampai selesai. 
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C. Populasi dan Penentuan Responden 

 Adapun jumlah populasi masyarakat yang menerima pelayanan di Kantor 

Desa Batuyang selama tiga bulan terakhir yakni november 2021 sampai dengan 

januari2022 adalah 102 orang, sehingga responden yang ditetapkan dalam penelitian 

ini sebanyak 20 orang (20%) dari populasi. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Secara umum ada dua jenis data, data kuantitatif dan data kualitatif, yang 

akan dijelaskan di bawah ini, dan peneliti lebih fokus pada data deskriptif 

kuantitatif ketika melakukan analisis ini. 

a) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data atau informasi yang diperoleh dalam bentuk 

digital. Dalam bentuk bilangan ini, data kuantitatif dapat diolah dengan 

menggunakan rumus atau dianalisis dengan menggunakan sistem statistik. 

b) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau verbal. Data 

kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara. 

2. Sumber Data 

 Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

tentang data tersebut. Saat mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkan 

sumber data berupa data primer dan data sekunder. 
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a)  Data Primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

melalui sumbernya dengan melakukan survei terhadap objek yang diteliti. Data 

utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Desa Batuyan 

Kecamatan Puringabaya Kabupaten Lombok Timur. 

b) Data sekunder 

 Narasumber yang akan peneliti masukkan dalam peneltian ini adalah, 

Sekertaris Desa Batuyang yang mengetahui secara umum kondisi pelayanan 

di Desa. Informan pendukung pada penelitian ini adalah pegawai di bidang 

pelayanan. Selain pegawai tersebut terdapat tiga masyarakat sebagai 

pengguna layanan yang dapat memberikan informasi terkait dengan 

Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Batuyang Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat menyelesaikan suatu masalah secara lengkap dan benar 

diperlukan data yang valid. Sedangkan untuk memperoleh data perlu 

menggunakan teknik akuisisi data. Beberapa metode atau teknik pengumpulan 

data digunakan dalam rencana penelitian ini. memperoleh informasi dan data yang 

diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

 

1. Teknik Observasi 
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  Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki karakteristik yang 

spesifik dibandingkan dengan metode lain, yaitu wawancara dan angket. Jika 

wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi 

tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga pada objek lain. 

 Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan dalam Sugiyono (2019: 203) bahwa 

observasi adalah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses biologis dan 

psikologis yang berbeda. Dua dari proses yang paling penting adalah observasi 

dan memori. 

 Metode pengumpulan data observasi digunakan bila penelitian berkaitan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan bila jumlah responden 

yang diamati tidak terlalu besar. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data pada saat peneliti 

ingin melakukan survey pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang perlu 

diteliti, atau apabila peneliti ingin mengetahui lebih detail informasi dari 

responden dengan jumlah responden yang lebih sedikit akan digunakan. Metode 

pengumpulan data ini didasarkan pada pelaporan diri, atau setidaknya 

pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2019: 195) menyarankan bahwa peneliti 

harus berpegang pada asumsi berikut ketika menggunakan metode wawancara: 

1. Subjek (responden) adalah orang yang paling mengenal dirinya sendiri.  

2. Pernyataan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 
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3. Interpretasi subjek terhadap pertanyaan peneliti sama dengan maksud 

peneliti. 

3. Teknik Dokumentasi 

Menggunakan teknik pengumpulan data dokumen dengan melihat dan 

menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain 

tentang subjek. Penelitian literatur melengkapi metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian deskriptif kuantitatif. 

4. Kuisioner / Angket 

 Survei adalah teknik pengumpulan data yang memberi responden 

serangkaian pertanyaan terkait dengan survei yang sedang diselidiki. 

Pertanyaan yang diajukan oleh responden dalam survei ini berkaitan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Desa Batuyan 

Kecamatan Puringabaya Kabupaten Lombok Timur. 

F. Teknik Analisis Data 

Penjelasan Kuantitatif Analisis data dalam penelitian dilakukan sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah lapangan selesai. Berkaitan 

dengan hal tersebut, dalam buku Sugiyono (2019: 320), Nasution menyatakan, 

“Analisis dimulai sebelum terjun ke lapangan sebelum mengungkapkan dan 

menjelaskan masalah dan berlanjut hingga hasil kajian tertulis. Analisis data. 

Akan menjadi pegangan bagi penelitian lebih lanjut, sejauh teorinya (ground). 

Teknik analisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis 

kuantitatif, dengan menggunakan presentase baris maka dapat dirumuskan skala 
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penilaian sesuai judul penelitian dengan menggunakan standar “Pengaruh” 

sebagai berikut : 

- Sangat Berpengaruh  : 85-100% 

- Berpengaruh   : 70-84% 

- Kurang Berpengaruh  : 50-69% 

- Sangat Tidak Berpengaruh : <49% 

Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019: 323-326), 

yang meliputi: 

1. Redukasi Data (Data Reduction) 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada teori dan 

tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dari penelitian deskriptif kuantitatif 

adalah hasil. Dengan demikian, jika peneliti menemukan sesuatu yang dianggap 

asing, tidak diketahui, dan tidak berpola saat melakukan penelitian, maka peneliti 

harus memperhatikan hal ini saat melakukan reduksi data. 

Reduksi data berarti merangkum, menyeleksi, dan memilih yang utama, 

memfokuskan pada yang penting, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, 

data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan menemukannya pada saat 

dibutuhkan. 

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti 

memahami data yang dikumpulkan dari hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti 
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mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dengan responden dan informasi 

lainnya tentang kualitas pelayanan publik di desa Batuyan kecamatan Puringabaya 

Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, data yang diperoleh memberikan 

gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih 

lanjut. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. 

Dalam penelitian deskriptif dan kuantitatif, penyajian data dapat berupa 

penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Melihat data 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan memungkinkan Anda 

merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman Anda. 

3. Kesimpulan (Verification) 

Kesimpulan penelitian kuantitatif deskriptif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi masalah penelitian kualitatif 

dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan penelitian masih di lapangan. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang 

diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup pandangan 

bahwa termasuk uji reliabilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmabilitas, 

atau menurut Sugishirono, temuan peneliti media massa. 
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Uji validitas data yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah uji masuk akal dengan menggunakan triangulasi. Pengujian kredibilitas 

atau pengujian kredibilitas data penelitian yang diberikan oleh peneliti agar tidak 

ada keraguan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Keabsahan data dalam 

penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi data. 

Dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Patuyang, Kecamatan 

Bringabaya, Kabupaten Lombok Timur, data diverifikasi dengan triangulasi 

dengan observasi dan wawancara. Kemudian peneliti melakukan pemeriksaan 

terhadap anggota yang merupakan proses verifikasi data oleh peneliti terhadap 

penanggung jawab untuk melihat apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang disampaikan atau diperoleh dari penanggung jawab melalui observasi dan 

wawancara yang akan dilakukan. di kemudian hari. 

Tujuan penyaringan anggota adalah untuk melihat seberapa baik data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang disediakan penyedia data. Jika data yang 

ditemukan disepakati oleh penyedia data, maka data tersebut benar, sehingga lebih 

kredibel/dapat dipercaya, tetapi jika pemberi data tidak setuju dengan data yang 

ditemukan oleh peneliti dengan interpretasi yang berbeda, maka peneliti perlu 

berdiskusi dengan penyedia data Data, dan jika perbedaannya tajam, peneliti harus 

mengubah hasilnya, dan dia harus menyesuaikan apa yang disediakan penyedia 

data. 

 

 


